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PUTUSAN
Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada
tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai

Talak antara:

PEMOHON binti Xxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALOPO,,

sebagai Pemohon.
Melawan

TERMOHON binti Xxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan XxXXXXX XXXXXX XXxxX, tempat kediaman di KOTA
PALOPO, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09
November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada
hari itu juga, dengan register perkara Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Plp, telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada
tanggal 7 Maret 2009 sebagaimana dari bukti Kutipan Akta Nikah Nomor :
xx/01/111/12009 tertanggal 7 Maret 2009, yang telah dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, Sulsel;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagai
suami istri di rumah orangtua Pemohon selama 2 tahun, kemudian pindah
di kontrakan selama 7 tahun dan terakhir di rumah sendiri di kompleks xxxx
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XXXXXXX XXXX XXXXXX selama 2 tahun, telah berhubungan sebagaimana
layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama : Anak 1,
Perempuan, umur 11 tahun

Anak 2, Perempuan, umur 8 tahun

Anak 3, Laki-laki , umur 7 tahun

Anak 4, Perempuan , umur 1 tahun

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis
dan bahagia, namun sejak bulan September 2019 keadaannya mulai tidak
harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut
disebabkan Pemohon keberatan dengan sikap keluarga Termohon yaitu
orang tua Termohon yang kurang suka karena orang tua Termohon kurang
menghormati atau bersikap acuh dengan orang tua Pemohon yang tak lain
besanan, selayaknya bisa saling tegur sapa namun cuek saja sehingga
pertengkaran biasa terjadi antara Pemohon dan Termohon dan terakhir
jikalau kakak Termohon yang menyuruh untuk bercerai.

5. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih
tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Termohon dan keluarganya
tidak berubah;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Pemohon
dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan
dimana sekarang Pemohon tinggal di rumah saudara sedang Termohon
tinggal di rumah sekarang;

7. Bahwa selama sekitar 9 bulanan, tidak ada lagi nafkah bathin layaknya
suami istri antara Pemohon dan Termohon, dan sudah tidak ada
komunikasi lagi sebagai suami istri;

8. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini,
Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan
yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa akibat Permohonan ini, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya

yang timbul akibat perkara ini
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Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Palopo cq Pengadilan Pengadilan Agama Palopo
berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus
perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Pengadilan yang memeriksa dan
mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i Kepada
Termohon;

3 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang
menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan ternyata Termohon
tidak terbukti bahwa ketidakdatangnya tersebut disebabkan suatu halangan
yang sah.

Bahwa Pengadilan telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Termohon tidak pernah datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya
dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang
telah ditambahkan oleh Pemohon secara lisan sebagaimana dalam berita
acara sidang dan selebihnya dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat
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Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Cendana Kabupaten Enrekang, Nomor xx/01/11l/2009 Tanggal 10 Maret
2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda bukti P;
B. Saksi
1. SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya
sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi

adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat

tinggal di rumah bersama di Xxxxx, XXXX XXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 rumah
tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi
karena Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain
karena Pemohon sering keluar kota karena bekerja sebagai

pemborong;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat

tinggal kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon.

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah

lagi berkomunikasi;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.PIip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon

agar kembali rukun namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah ibu kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat

tinggal di rumah bersama di XxxxX, XXXX XXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 rumah
tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon

bertengkar.

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada
saat itu karena masalah anak-anak karena pada waktu itu anak
Pemohon dan Termohon meminta Pemohon yang mengambilkan
makanan namun karena Pemohon baru datang sehingga Pemohon

marah dan bertengkar dengan Termohon;

- Bahwa mengenai hubungan Pemohon dengan perempuan lain saksi
tidak mengetahui secara langsung namun mendengar dari pihak

keluarga.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat
tinggal kurang lebih 1 tahun;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon.
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- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah

lagi berkomunikasi dan tinggal bersama layaknya suami istri;

- Bahwa pihak keluarga yaitu orang tua Pemohon telah berupaya
mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun
tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon, Pemohon

menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon menyatakan sanggup memberikan mut'ah kepada
Termohon berupa cincin emas seberat 5 Gram dan nafkah iddah sebesar
Rp5.000.000,00 setiap bulan selama dalam masa iddah atau sejumlah Rp
15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama dalam masa iddah.

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan
secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang

perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan
ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasihati Pemohon
agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon sesuai
ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi
tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai
dengan Termohon.
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Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah
hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan
sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan
tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah
dipanggil secara patut dan resmi, maka Pengadilan berketetapan untuk
memeriksa perkara a quo tanpa hadirnya Termohon dengan menjatuhkan
putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai
dengan Termohon dengan alasan sebagaimana dalam surat permohonan yang
telah dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan permohonan
perceraian Pemohon dapat disimpulkan adalah Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,
di mana antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara
terus menerus dan di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan

untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah
adalah akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat
yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Pemohon dengan
Termohon, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup,
telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu
telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdata,
telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan

yang sah sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon mempunyai
hubungan hukum dalam ikatan perkawinan sebagai suami isteri, maka
Pemohon dan Termohon memiliki legal standing sebagai pihak-pihak dalam

perkara ini.
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Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi

secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan
agamanya masing-masing, kedua saksi Pemohon tersebut secara formil dapat
diterima sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan keterangan
kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian, relevan dan mendukung
dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal
308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di persidangan secara
terpisah yang bersesuaian satu sama lain dan merupakan peristiwa yang
dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi yaitu bahwa rumah tangga
Pemohon dan Termohon tidak rukun karena terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat
tinggal selama kurang lebih 1 tahun, Termohon yang meninggalkan kediaman
bersama, dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling
memedulikan lagi dan pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasihati
Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan
dengan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, maka Pengadilan telah
menemukan fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sabh;

- Bahwa sejak tahun 2018 kondisi rumah tangga Pemohon dan
Termohon tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama
kurang lebih satu tahun;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon saling tidak
memedulikan;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Pemohon agar
kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak
berhasil

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan
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perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak dapat hidup rukun
sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian vyaitu
adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri
dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal tersebut di atas, terdapat beberapa
unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Bahwa adanya alasan antara suami istri terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak
ada harapan untuk kembali rukun;

- Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun upaya
tersebut tidak berhasil,

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon yang berakhir dengan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1
tahun tanpa saling memedulikan maka majelis berpendapat bahwa perselisihan
dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sifatnya terus menerus dan
bukan lagi merupakan perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya wajar.
Dengan demikian unsur pertama seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan
Termohon, terbukti dengan adanya upaya pihak keluarga untuk menasihati
Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun upaya tersebut tidak
berhasil, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga yang seperti ini
sudah tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga dengan demikian tidak ada
manfaatnya lagi untuk dipersatukan, oleh karenanya unsur kedua seperti yang
tersebut di atas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam setiap persidangan telah
berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon sesuai
ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya
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perdamaian tersebut tidak juga berhasil, sehingga unsur ketiga seperti yang
tersebut di atas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa konsep perkawinan dalam syariat Islam adalah
agad yang sangat kuat (mitsdgan ghalidzan) antara suami dan istri yang
bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah
agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam
suatu ikatan yang suci, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar. Rum ayat
21:

15850 151551 3%dsl e 23T 515 Ol aslil B
LY W3 9 Hl°s 8358 a%ah Jass Ledl

E’ T - -
Os3Sal; p3al

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan
lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan
tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah di mana antara
Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus yang tidak dapat dirukunkan dan rumah tangga Pemohon dan
Termohon tidak dapat mencapai tujuan perkawinan maka mengakhiri sengketa
rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan cara memutus tali
perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan

kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan
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kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari
sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudharat dan memperpanjang
penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan
ikatan perkawinannya, hal tersebut sejalan dengan kaidah figh:
bz’ s A2 2382 auwleail 55
Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka permohonan
Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Maka beralasan bagi Pengadilan
untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta
ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah,
maka Termohon dinyatakan tidak hadir sedangkan permohonan Pemohon telah
cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan
Pemohon patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1)
R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum
untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon
untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan persidangan
Pengadilan Agama Palopo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai
maksud ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 131 ayat (2)
Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan
sehingga tidak mengajukan gugatan balik (rekonvensi) namun hakim secara ex

officio karena jabatannya dapat membebankan kepada Pemohon untuk
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membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah dengan

pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
Pertimbangan tentang Mut’ah

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam
menyatakan bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami
wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang
atau benda kecuali bekas istri tersebut gabla dukhul dan bahwa oleh karena
antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da
dukhul) maka dengan demikian Termohon berhak mendapatkan mut'ah dari
Pemohon, hal ini juga sesuai dengan Al Qur’an Surat Al Bagarah ayat 241 yang
berbunyi :

P -
Artinya : “Bagi wanita—wanita yang diceraikan itu (hendaklah) diberi mut'ah oleh
suaminya sebagai kewajiban bagi orang yang tagwa”;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sanggup memberikan mut’ah
kepada Termohon berupa cincin emas seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di
atas, Pengadilan berpendapat bahwa Termohon layak mendapatkan mut'ah
dari Pemohon berupa cincin emas seberat 5 gram oleh karenanya Pengadilan
menghukum Pemohon membayar mut'ah kepada Termohon berupa cincin
emas seberat 5 gram;

Pertimbangan tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam
menyatakan bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami
wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri dan
selanjutnya disebutkan dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa istri
berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila istri nusyuz
dan dalam keadaan tidak hamil, selanjutnya Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam,
menyatakan bahwa istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas

suaminya kecuali bila istri nusyuz, dan juga didasarkan dengan pendapat yang
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terdapat dalam Kitab Syargawi ‘Alat Tahrir juz IV halaman 349 yang diambil alih

menjadi pertimbangan Pengadilan yang berbunyi :

sanll dgeig

Artinya : “Dan wayjib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak
raj’i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan

itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya” ;

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan
oleh karenanya Pengadilan menilai bahwa Termohon tidak termasuk dalam
kategori isteri yang nusyuz, maka dengan demikian Termohon berhak

mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon;

Bahwa terhadap besaran yang layak yang diterima Termohon dimana
Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah Rp5.000.000
(lima juta rupiah) setiap bulan atau sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas

juta rupiah);

Bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Pengadilan
berpendapat bahwa Termohon layak mendapatkan nafkah iddah dari
Pemohon sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan oleh
karenanya Pengadilan menghukum Pemohon membayar nafkah iddah
kepada Termohon sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
Menimbang, bahwa mengenai pembayaran nafkah iddah dan mut'ah
sebagaimana telah ditetapkan di atas, maka Pengadilan mendasarkan pada
ketentuan huruf C angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah
Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
yang menyatakan “pembayaran kewajiban akibat perceraian seperti nafkah
iddah, mutah, nafkah madliyah dapat dicantumkan dalam amar putusan

dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak™;
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Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Pengadilan
menghukum Pemohon membayar kepada Termohon nafkah iddah dan mut'ah
yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada
Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan
yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON bin Xxxxx) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON binti
Xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum
pengucapan ikrar talak:
4.1. Mut’'ah berupa cincin emas seberat 5 gram;
4.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020
Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami
Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Satriani Hasyim, S.H.l. dan
Mohammad Shofi Hidayat, S.H.l., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan
dibantu oleh Shafar Arfah, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh
Pemohon tanpa hadirnya Termohon.
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Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ttd Ttd

Satriani Hasyim, S.H.I. Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.
Hakim Anggota,

Ttd

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.
Panitera,

Ttd

Shafar Arfah, S.H., M.H.
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Perincian biaya:

1. Pendaftaran 'Rp 30.000,00
2. Proses 'Rp 50.000,00
3. Panggilan :Rp  405.000,00
4. PNBP :Rp 10.000,00
5. Redaksi 'Rp 10.000,00
6. Meterai :Rp 6.000,00

Jumlah :Rp 511.000,00

(Lima ratus sebelas ribu rupiah).
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